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Abstract

This article analyzes the management of archaeological sites during regional autonom! era (1999-2011) in Thnah Datar
district, West Sumatera. The analysis is interestingfor seueral reAsons: (I) the complexity of the process of decentralizing

public seruice deliuery in the realm of archeological sites management; (2) natural resource management uithin the regional

autonomy context; (3) and archeological sites preseruation in Thnah Datar district and how it relates to public seruice deliuery

during regional autonomlera. Based on study f.ndings obtained in a research on the conduct of public seruice deliuery in
archaeological sites management in Tanah Datar district, shotaed that both decentralization and policy makers play an

important role in the process. Tlte success or lack of it, of the conduct of public seruice deliuery in the realm of archeological

sites management is not influenced directly by the gouernment system in place, rather, the degree of commitment, interest, and
political will of local gouernment.

Key utords: Archeological sites, decentraliztion, policy implementation, regional autonomy, Tanah Datar district

Abstrab

Artihel ini mengkaji tentangpenyelengaraan urusAn kepurbakalaan pada era otonomi daerah (1999-2011) di Kabupaten

Thnah Datar, Sumatera Barat. Kajian ini menarik untuk diangkat, karena beberapa permasalahan berikut: (I)
hompleksitas desentralisasi dalam bidang kepurbakalaan, (2) manajemen sumber daya budaya dalam kontehs otonomi
daerah, (j) kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar dan hubungannya dengan permasalahan penyelengdraan urusann)/a

di era otonomi daerah. Berdasarhan hasil penelitian yang dilahukan terhadap penyelengaraan urusAn kepurbakalaan
di Kabupaten Tanah Datar sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan desentralisasi dan juga faktor para implementor
kebijakan. Keberhasilan penyelengarAAn urusan kepurbakalaan sebenarnya tidaklah selalu berbanding lurus dengan sistem

penyelenggaraan pemerintahan, apakah desentralisasi atau sentralisasi, tetapi lebih hepada komitmen, interest, dan political
will dari pemerintah setempat.

Kata Kunci: cdgar budaya, desentralisasi, implementasi hebijakan, Kabupaten Thnah Datar, otonomi daerah, purbakala
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I. PENDAHULUAN

Salah satu urusan pemerintah daerah yang
diatur dalam era desentralisasi dan otonomi
daerah yaitu urusan kepurbakalaan dan cagar

budaya yang merupakan bagian dari urusan
pemerintah daerah bidang kebudayaan.
Terdapat tiga isu penting terkait dengan di-
namika penyelen ggaraan kepurbakalaan di
Kabupaten Thnah Datar dalam konteks era
desentralisasi dan otonomi daerah pada dari
tahun 1999-2011.

Ketiga isu tersebut yaitu pertamd, kom-
pleksitas otonomi daerah dan permasalahan
desentralisasi kepurbakalaan di Indonesia. Era
desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia
sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa, seiring
dengan lahirnya UU No. 22 Thhun L999
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25
Thhun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

Terkait dengan penyelen ggaraan urusan
kepurbakalaan sebagai sub bagian dari urusan
kebudayaan, yang menjadi urusan wajib
pemerintah daerah, sampai saat ini masih belum
ada yang menyorori secara khusus praktek
penyelen ggar:.an desentralisasi kepurbakalaan
pada era desentralisasi dan otonomi daerah di
Indonesia. Beberapa penelitian (Sutopo, 2004;
Soeroso, 2004; Atmosudiro, 2004b; Silver,
2007; Alimuddin, 201 1; Sugih arta, 2012) yang
telah dilakukan belum menyentuh renrang
penyelen ggaraan pelestarian kepurbakal""n di
era desentralisasi dan otonomi daerah belum
banyak dikaji, rerurama kasus penyelen ggaraan
pelestarian kepurbakalaan di daerah.

Kedua, kajian tenrang manajemen
pengelolaan cagar di Indonesia selama ini masih
bersifat site oriented., yaitu hanya mengkaji
situs atau cagar budaya rerrenru, dan bersifat
arkeologi minded sehingga belum ada yang
mengkaji, baik dengan membuat model atau
melakukan evaluasi, dalam konteks yang luas

berbasis teritorial atau administrasi kewilayahan
melalui pendekatan multidisipliner.

Dengan demikian, belum pernah
dilakukan studi manajemen sumbe r dayabudaya
dengan mengambil studi kasus per kabuparen,
kota, arau provinsi tertentu di Indonesia. Dalam
konteks manajemen sumber daya budaya di
Indonesia, sampai sekarang pemerintah masih
sebagai aktor urama (Suliryanto, 2008: 34) ,
baik dari sisi penyedia sumber daya manusia
(SDM), peralatan, maupun dana.

Ketiga Kabupaten Thnah Datar,
khazanah kepurbakalaan, dan permasalahan
penyelen garaan urusannya di era otonomi
daerah. Kabupaten Thnah Datar menjadi objek
dalam penelitian ini, terkait beberapa alasan,

yaitu: (1) secara historis Thnah Datar diyakini
oleh masyarakat s€tempat pada khususnya dan
masyarakat Sumatera Barat pada umumnya
sebagai wilayah yang diruakan (tuhak nan tuo)
atau sebagai asal-usul masyarakat dan pusar
kebudayaan Minangkabaur (Navis, 1986;
Djamaris, 1991; Syuib et. dl, 1995; Na'im
dan Syaputra , 2017: 9, 37). Keyakinan ini
secara manifes tercanrum dalam historiografi
tradisional masyarakat setempar yang disebut
sebagai Tizmbo Minangkabau;2 (2) secara

arkeologis, jika dibandingkan dengan wilayah
lain di Sumatera Barat, Thnah Datar memiliki
peninggalan purbakala yang cukup banyak,
khas, dan unik. Peninggalan purbakal a yang
ada di Kabupaten Thnah Datar berasal dari
beragam tradisi dan budaya, mulai dari
prasejarah, Hindu-Budha, Islam, Kolonial,
sampai tradisional.

' Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang
cukup besar di Indonesia. BPS mencarar suku Mi-
nangkabau menduduki urutan ke-Z dalam tara ururan
kelompok suku bangsa di Indonesia dengan populasi
sebanyak 6,4 juta jiwa atau 2,7 o/o dari seluruh jum-
lah penduduk Indonesia. Dalam dunia akademis,
Minangkabau berkembang menjadi objek studi yang
sangat menarik bagi para ahli dan peneliti, baik pribu-
mi maupun asing.

2 Thmbo Minangkabau adalah karya sasrra lama dalam
bentuk prosa yang serupa dengan hikayat dalam mas-
yarakat Aceh atau babad dalam masyarakat Jawa. Ka-
jian ilmiah yang mendalam renrang Thmbo Minang-
kabau dapat dilihat di Djamaris (1991).

)
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Jumlah peninggalan purbakala di
Kabupaten Thnah Datar, dapat dilihat pada
tabel berikut.

Thbel I Perkembangan Jumlah Peninggalan Purbakala

di Kabupaten Thnah Datar Tfiun 1990-2012

TAIIUN JUMLAH
l99o-1992

t994 36
199611997 40
1997 n998 40
t99811999 40
200012001 43

2002 43
2003 43
2004 43
2005 43
2006 59

2007-2010
20lL 65

2012 66

Sumber: Daftar Inventaris PSP/BCB/CB 1990-2012

Terakhir (3) secara akademis Thnah
Datar merupakan sebuah entitas sosial, politik,
ekonomi, dan budaya yang termasuk diminati
sebagai lokus penelitian oleh banyak peneliti,
terkait dengan realitas bahwa Kabupaten
Tanah Datar begitu kaya dengan khazanah
kepurbakalaan dan belum terdapat studi
yang mengkaji bagaimana pengelolaan arau
penyelen ggaraan urusannya, maka studi di
bidang ini sangat menarik untuk dilakukan.

Terkait dengan hal tersebut maka peneliti
tertarik untuk mengkaji tentang bagaimanakah
penyelen ggaraan urusan kepurbakalaan di
Kabupaten Thnah Datar pada era otonomi
daerah (1999-201I). Artikel ini merupakan
bagian dari tesis dengan judul yangsama. Dalam
penulisan ini, data yangdigunakan berasal dari
dokumen-dokumen terkait kepurbakalaan yang
berasal dari dokumen milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Thnah Datar dan UPT pemerintah
pusat bidang purbakala yang mempunyai
lingkup atau wilayah kerja di Kabupaten Thnah

Datar, yaitu Balai Pelestarian Peninggalan

Purbakala atau sekarang Balai Pelestarian Cagar
Budaya Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan
Kepulauan Riau, disingkat BPCB Sumbar-
Riau-Kepri.

Untuk menggali data melalui teknik
wawancara, penulis melakukan wawancara

dalam pengumpulan daranya. Di lingkungan
pemerintah pusat, penulis mewancarai Direktur
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Dijten Kebudayaan, Kepala BPCB Batusangkar,

dan Kasi P3 BPCB Batusangkar, anggora

DPRD dan beberapa pejabat struktural di
lingkungan Sektretariat Daerah, Bappeda &
PM, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(termasuk beberapa pensiunan atau manran
pejabat strukturalnya). Untuk melakukan
validasi data, penulis menyampaikan beberapa

pertanyaan serupa kepada beberapa informan
atau narasumber sekaligus.

II. HASIL ANALISIS

II. I Penyelenggaraan Llrusan Kepurbakalaan
Di Kabupaten Thnah Datar 1974-2011

II.1.1 Era Sentralisasi: Penyelenggaraan
Llrusan Kepurbakalaan fi Kabupaten
Thnah Datar Thhun 1974-1999

Penyelen ggaraan urusan kepurbakalaan di
Kabupaten Thnah Datar mulai dilaksanakan
pada tahun anggaran 1977 I 197 8. Hingga
tahun anggaran 1989 I L990 penyelen ggaraan
kepurbakalaan berada di bawah wewenang
Bidang Permuseuman, Sejarah, dan Pur-
bakala, Kantor \Wilayah Departemen Pen-

didikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera
Barat di Padang dengan pendanaan berasal

dari Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Sejak tahun 1 990, urusan kepurbakalaan
di Kabupaten Thnah Datar berjalan semakin
intensif dengan dibentuk Unit Pelaksana

Teknis (UPT) bidang purbakala di lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
dengan nama Suaka Peninggalan Sejarah dan

Purbakala (SPSP).
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Dengan tugas dan fungsi melaksanakan

pemeliharaan, perlindungan, pemugaran,

dokumentasi, bimbingan, dan penyuluhan
terhadap peninggalan sejarah dan purbakala

serta situs di wilayah kerjanya.

Pada tahun 1992, lahir UU No 5

Thhun 1992 tentang Benda Cagar Budaya,

yang mejadi dasar pelaksanaan urusan

kepurbakalaan di Indonesia. Sebelum

keluarnya UU No 5 Thhun 1992, urusan

kepurbakalaan dilakukan dengan dasar

Monumenten Ord.inantie (MO) No 19 Tahun

l93l yang merupakan warisan Pemerintah

Kolonial Belanda. UU No 5 Thhun 1992

yang lahir di masa UU No 5 Thhun 1974

tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan

kepurbak alaan menganut prinsip sentalisasi.

ll.L.2 Menuju Desentralisasi: Penyelen gga-

raan LJrusan Kepurbakalaan di Kab.

Thnah Datar Thhun 1999-2007

Lahirnya UU No 22 Tahw 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, merupakan jalan

masuk menuju otonomi daerah. Di mana

dengan undang-undang tersebut mengatur

pelimpahan kewenangan seluas-luasnya

kepada pemerintah. Dengan demikian
maka pemerintah daerah jug memiliki
kewenangan dalam hal urusan kepurbakalaan.

Selanjutnya, dalam PP No. 2512000 yang
terbit tanggal 6 Mei 2000, secara lebih
rinci dijelaskan tentang pembagian urusan

kepurbakalaan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah (provinsi).

Dengan adany a perub ahan kewenangan

dan urusan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, memengaruhi tata

kelola pemerintahan di daerah. Dalam hal

ini Pemerintah Kabupaten Thnah Datar

melakukan reorganiasai SKPD dengan

menggabungkan Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan serta Dinas Pariwisata

menjadi Dinas Pariwisata dan Perhubungan.

Dasar pembentukan dinas tersebut

yaitu Perda Kab Thnah Datar No 6 Tahun

2001. Dalam alokasi anggaran, urusan

kepurbakalaan di Kabupaten Thnah Datar

masuk dalam APBD Kab. Thnah Datar tahun

2002-2008 dalam Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya.

Adanya perubahan kewenangan peme-

rintah daerah, maka hal ini jr.tgt berimplikasi

pada kelembagaan bidang kepurbakalaan di
tingkat pusat. Terkait hal tersebut, maka pada

tahun 2002 terbit Keputusan Kepala Badan

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata3

No. KEP-06/BP BUDPAN2002 tentang

Organisasi dan Thta Kerja Balai Pelestarian

Peninggalan Purbakala (BP3).

Berdasarkan keputusan ini dibentuklah

UPT purbakala bernama BP3 sebagai

pengganti UPT SPSP dengan status masih

sebagai UPT pusat. Perubahan nomenklatur

ini ternyata tidak membawa perubahan

dalam hal urusan dan kegiatan. Selanjutnya

UU no 32 Tahun 2004 yang merupakan

perubahan terhadap UU No 22 Tahun

1999 untuk mempertegas kewenangan dan

pola hubungan antara pemerintah daerah

dengan pemerintah pusat. Dalam UU No
32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa salah

satu kewajiban daerah otonom adalah

melestarikan nilai sosial budaya.

Secara lebih rinci pengaturan tentang

urusan kepurbakalaan, terbit PP No 38 tahun
2007 yang menyebutkan bahwa urusan

kepurbakalaan yang masuk dalam urusan

kebudayaan tidak sepenuhnya menjadi
urusan pemerintah daerah, tetapi menjadi
urusan bersama antara pemerintah daerah

dan pemerintah pusat.

i Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

(BP Budpar) adalah LPND yang dibentuk tanggal 13

September 2001 berdasarkan Keppres No. 101/2001

dan Keppres No. 10312001. Pembentukan LPND ini
dilatarbelakangi oleh dinamika (baca: kisruh) pemer-

intahan waktu itu, khususnya di bidang kelembagaan

kebudayaan dalam struktur pemerintahan (kabinet).
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PP No 38 tahun 2007 sebagai landasan

dalam pembagian kewenangan dalam

urusan kepurbakalaan, ditindaklanjuti oleh

Pemerintah Kabupaten Thnah Datar dalam

bentuk Perda, yaitu Perda No. 5 Thhun 2008

tentang penetapan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten dan Perda No. 7 tahun 2008

tentang pembentukan organisasi dan tata

kerja dinas daerah. Dengan adanya Perda No

5 tahun 2008, maka urusan kepurbakalaan

yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten Thnah Datar dapat dilihat pada

Tabel2.

Dalam hal kelembagaan, Pemerintah

Kabupaten Thnah Datar melakukan reorganisasi

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya menjadi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan

reorganisasi tersebut urusan kepurbakalaan

berada pada Seksi Kepurbakalaan, Bidang

Sejarah dan Purbakala, Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata. Berbagai kegiatan di sektor

kepurbakalaan disusun ke dalam Program

Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Setelah dua tahun reorganisasi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisaa berjalan secara

efektif, pada tahun 2010 dilakukan penataan

ulang SKPD. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

mengalami reorganisasi, dengan dilakukannya
penggabungan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan serta Dinas Pemuda dan Olahraga

menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda, dan Olahraga. Implikasi dari

penggabungan tersebut, maka bidang dan seksi

yang mengurusi kepurbakalaan dihilangkan
dari struktur organisasi. Selain itu pula, bidang

kepurbakalaan tidak lagi masuk dalam APBD
Kabupaten Thnah Datar.

Thbel2 Urusan Kepurbakalaan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Thnah Datar

Bidang Kebijakan B idang Penyeleng garaan Urusan

o

a

o

a

Pelaksanaan pedoman mengenai hasil
ratifikasi konvensi internasional " Cultural
Diversity, Protection on Cultural
Landscape, Protection on Cultural and
Natural Heritage" skala kabupaten.

P enerap an keb ij akan p erlindungan,
pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs
skala kabupaten.
Penetapan BCB/situs skala kabupaten.
Penerapan kebij akan penyelenggaraan dan
pengelolaan museum di kabupaten.

Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
Penerapan pedoman pendirian museum
yang dimiliki kabupaten.

Penerapan pedoman hasil pengangkatan
peninggalan bawah air skala kabupaten.

Perizinan membawa BCB keluar
kabupaten dalam satu provinsi.
Penanganan perlindungan, pemeliharaan
dan pemanfaatan BCB/situs warisan
budaya dunia skala kabupaten.

Registrasi BCB/situs dan kawasan skala
kabupaten.
Pengusulan penetapan B CB/situs
provinsi kepada provinsi dan penetapan
BCB/situs skala kabupaten.
Penyelenggaraan kerja sama bidang
perlindungan, pemeliharaan,
pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.
Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan
peran serta masyarakat dalam
perlindungan pemeliharaan dan
pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.

Perizinan survei dan pengangkatan
BCB/situs bawah air sampai dengan 4
(empat) mil laut dari garis pantai atas

rekomendasi pemerintah.
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II.2 Dinamika Penyelenggaraan Urusan Ke-
purbakalaan Di Kabupaten Thnah Datar
L999-20rr

1I.2.1 Kebijakan Kelembagaan

Setelah pada bagian sebelumnya dibahas
tentang bagaimana reorganisasi kelembagaan

yang berwenang di bidang kepurbakalaan di
Kabupaten Thnah Datar, di mana dari masa

sentralisasi urusan kepurbakalaan hingga
masa desentralisasi dan otonomi daerah

urusan kepurbakalaan.

Dari proses perubahan tersebut dapat
dapat dilihat bahwa dalam hal kebijakan
kelembagaan urusan kepurbakalaan di
Kabupaten Thnah Datar, pada saar berada

di bawah wewenang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata mendapat perhatian lebih,
namun pada saat dilakukan reorganisasi
kembali, dengan adanya penggabungan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan
Dinas Permuda dan Olahraga, urusan
kepurbakalaan tidak mendapatkan perhatian.

Bagaimana urusan kepurbakalaan ri-
dak mendapatkan perhatian dalam proses

reorganisasi yang dilakukan di Kabupaten
Thnah D atar, se ti dakn y a terj awab melal ui h as il
wawancan yang dilakukan dengan manran
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
dan juga mantan Kepala Dinas Pariwisata,
Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora)
yang berpendapat,

"Orang sekretariat (yang mengevaluasi
SOTK) kayaknya gak paham juga (tentang
purbakala) sebab push kita (Disbudpar) juga
kurang. Apalagi bagian sekretariat gak pernah
konfirmarsi ke dinas (Disbudpar). Kalau
(mereka) konfirmasi, justru bidang lain yang
akan kita (usulkan untuk di)hapus, karena
ada yang ouerlappingj' .

Berdasarkan pern yataanini dan berdasar
logika organisasi, dapat disimpulkan bahwa
keputusan untuk menghilangkan bidang
dan seksi sejarah purbakala di Disbuparpora
ini lebih kepada keputusan yang bersifat
politis atau kepurusan yang diambil karena
ketidakpedulian dan inkonsistensi komitmen
dari pimpinan daerah.

11.2.2 Kebijakan Penganggaran

Alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten
Thnah Datar untuk urusan kepurbakalaan
masih sangar kecil. Dari hasil penelitian
yang dilakukan terkait dengan alokasi
anggaran urusan kepurbakalaan yang kecil,
hal ini terkait dengan keterbatasan anggaran

yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar.
Alokasi anggaran Kabupaten Thnah Datar
lebih diprioritaskan untuk prasarana fisik,
pendidikan, dan kesehatan. Keterbatasan

anggaran digunakan sebagai alasan dalam hal
urusan kepurbakalaan tidak mendapatkan
tempat dalam alokasi anggaran di Kabupaten
Thnah Datar. Namun, berdasarkan hasil
wawanca ra yang dilakukan dengan Kasi P3

BPCB Provinsi Sumatera Barar, Riau, dan
Kepri, menyatakan bahwa:

"Dana sebenarnya bukan kendala (bagi
sebagian Pemda di fuau), tetapi di Sumatera
Barat, lain, kebanyakan (pemerintah daerah)
masih menyusu (menggantungkan) pada
(pemerintah) pusat karena anggaran (mereka
masih) defisit. Akibatnya, (mereka) masih
mementingkan kebutuhan yang paling
mendasar (pendidikan, kesehatan, dan
fasilitas fisik)."

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata dan jug^ mantan Kepala
Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
(Disbudparpora) menyatakan bahwa:

"W'alaupun anggaran terbatas, sebenarnya
semua itu rerganrung komitmen (kepala)
daerah. Contohnya, (Kota) Sawahlunto, juga
defisit, tetapi karena walikotanya komitmen
pada Cagar Budaya, ya bagus di sana. Padahal,
potensinya cuma wisata (peninggalan)
tambang sali'.4

a Kota Sawahlunto adalah salah satu daerah otonom di
Sumatera Barat yang mempunyai problem yang sama
dengan Kabupaten Thnah Darar, yaitu mengalami
defisit anggaran. Sebagai conroh, untuk APBD TA
2008 Pemerintah Kota Sawahlunto mengalami defisit
anggaran sebesar 67,2 milyar, TA 2009 sebesar 27,2
milyar, TA2010 sebesar 29,5 milyar, dan TA20l l se-

besar 35,5 milyar (Perdakot Sawahlunto No. 512008;
Perdakot Sawahlunto No. ll2009, http://dikd.dep-
dagr i. go. i d/ ? ta b e I = ap b d _ap b d&j e n i s = I 6k o de p ro u = I .

Akses 2110912012). Di bawah pemerintahan Amran
Nur, \Walikota Sawahlunto dua periode (2003-2008
dan 2008-2013), Sawahlunro mempunyai visi men-

,,K,^m,,.
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Dari hal tersebut dapat disimpulkan
bahwa keterbatasan anggaran bukan satu-

satunya alasan. Akan tetapi, terkait dengan

alokasi anggaran pada sektor kepurbakalaan,

semua itu sebenarnya lebih tergantung

pada komitmen kepala daerah. Jika kepala

daerah berkomitmen terhadap pelestarian

cagar budaya, khususnya pada era otonomi
daerah seperti sekarang ini, maka sektor

kepurbakalaan pun tetap akan mendapat

alokasi dana yangmemadai.

l. Kognisi, Persepsi, d* Interest

Salah satu hal yang terkait erat dengan

penyelen ggal:.an urusan kepurbakalaan di

era otonomi daerah, khususnya di Kabupaten

Thnah Datar, adalah kondisi pemikiran para

pejabat daerah yang ada, baik terhadap

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah

maupun tentang kepurbakalaan itu sendiri.

Kondisi pemikiran tersebut meliputi kognisi
(tingkat pemahaman), persepsi (cara pandang

arau cara pikir), dan interest (minat atau

perhatian). Uraian berikut menggambarkan

kondisi pemikiran para pejabat tersebut dan

hubungannya dengan komitmen terhadap

urusan kepurbakalaan berdasarkan penuturan
para pejabat daerah itu sendiri dan beberapa

pejabat pusat.

Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan terhadap pejabat di Kabupaten

Tanah Datar, terkait dengan kognisi, persepsi

dan interest terkait urusan kepurbakalaan,

terdapat beberapa temuan menarik. Pertama,

terkait dengan tingkat pemahaman pejabat

daerah terhadap urusan kepurbakalaan

ternyata sebagian besar pejabat kurang
memiliki pemahaman di bidang kepurba-

kalaan.

jadi "Kota \Wisata Tambang yang Berbudaya" (http://

wtu w. s Ata A h lu n to k o ta. go. i d) . Sawahl unto j uga m emp u-

nyai cita-cita untuk menjadi kembaran Kota Melaka

yang sekarang sudah menjadi salah satu situs'Warisan

Dunia (Herwandi, 2007). Selain itu, pada tahun 2007

Pemerintah Kota Sawahlunto juga telah menerbitkan

perda tentang pengelolaan cagar budaya (Perdakot

Sawahlunto No. 612007).

Ked.ua, persepsi para pejabat dan

masyarakat Kabupaten Tanah Datar, masih

menganggap bahwa urusan kepurbakalaan

merupakan urusan pemerintah pusat. Dan
yang ketiga, yaitu interest bai[< pemerintah
daerah maupun masyarakat sama-sama

tidak memiliki perhatian dengan urusan

kepurbakalaan.

2. Aparatur Pelestari Cagar Budaya:
Antara Ketersediaan dan Kompetensi

Untuk keperluan perencanaan dan pelak-

sanaan program dan kegiatan dalam rangka

penyelen gguaan urusan kepurbakalaan, ke-

tersediaan SDM yang mempunyai kom-

petensi di bidang ini tentu sangat diperlukan.
Kompetensi utama yang terkait dengan

bidang ini adalah Ilmu Arkeologi.

Permasalahannya adalah bahwa sejak

dibentuk Seksi Purbakala di Disparhub pada

tahun 2001 sampai sekarang (2012), dinas

yang membidan gi keb u day aan belum pernah

mempunyai dan membuka formasi pegawai

untuk jurusan Arkeologi. Selain itu, selama

ini Pemda takut untuk memugar Cagar

Budaya, karena takut melanggar UU (Cagar

Budaya). Ketakutan tersebut karena mereka

tidak ngerti atau paham, sementara tidak ada

pegawai (arkeolog) y"rg dapat menjelaskan,

apalagi merencanakan.

3. Koordinasi dan Komunikasi: Problem
Hubungan Pusat dan Daerah

Hubungan pusat dan daerah selalu menjadi
bahan pembicaraan, baik di era sentralisasi

maupun desentralisasi. Hal ini karena da-

lam hubungan tersebut terkandung ko-
ordinasi dan komunikasi. Dalam kon-
teks implementasi sebuah kebijakan,

koordinasi dan komunikasi ini menjadi

penting karena merupakan faktor-faktor
penentu keberhasilan. Salah satu fungsi dari

koordinasi dan komunikasi tersebut adalah

agar kebijakan yang telah dicanangkan dapat

ditransmisikan dengan baik ke implementor
kebijakan.
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Koordinasi dan komunikasi inilah y^ng
banyak dikeluhkan oleh para pejabat daerah

yang cukup czncern pada cagar budaya.

Dalam hal ini, mantan Kepala Dibudparpora
menyatakan bahwa BP3 Batusangkar masih
kurang berkoordinasi ke dinas-dinas.

Bagian kebudayaan kurang gencar

bersosialisasi, kalah dibanding dengan

t bagian pariwisata destinasi. Sementara itu,r *:ffi,:H:1,x",,:"fTl5:T*;:,'"H;
cukup banyak. Akan tetapi, masalahnya, para
kepala daerah yang diundang nggak mau

hadir, hanya diwakilkan. Bahkan Kepala

dinas aja nggak mau hadir'.

Kepala BPCB Sumbar-Riau-Kepri
membenarkan fenomena ini sambil me-

nambahkan, 'bagaimana mau koordinasi
dan komunikasi dengan baik kalau misalnya
lembaga yangngurusin aja nggakada'. Terlepas

dari perdebatan ini, dapat disimpulkan bahwa

semakin banyak koordinasi dan sosialisasi

dilakukan, maka semakin besar pula peluang
untuk menyukseskan kebilakan yang telah
ditetapkan, rermasuk dalam hal ini kebijakan
desentralisasi kepurbakalaan.

4. Korpus Kebijakan Desentralisasi Ke-
purbakalaan: Aturan Main yang Kurang

Jelas

Banyaknya peraturan perundang-undangan
tampaknya belum menjamin adanya kejelasan

pedoman sehingga kebilakan tersebut tidak
mudah untuk diimplementasikan. Hal
ini disebabkan karena dalam peraruran
perundang-undangan tersebut masih
terdapat berbagai masalah substantif yang
mengakibatkan proses implementasi ke-

bilakan desentralisasi kepurbakalaan menjadi
terkendala.

Uraian berikut memaparkan dan

mendiskusikan dua di antara permasalahan

substantif tersebut, seperti if l masalah

keragaman definisi di bidang (dunia)

kepurbakalaan dan (2) masalah peme-

ringkatan (skalanisasi atau levelisasi) cagar

budaya dalam rangka pembagian urusan
antara pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

5. Problem Keragaman Definisi dan
Peristilahan Kep urbakalaan

Di Indonesia banyak dikenal beragam

istilah yang berhubungan dengan dunia
kepurbakalaan, seperti peninggalan purba-
kala, peninggalan sejarah dan purbakala,
tinggalan purbakala, benda purbakala, cagar

budaya, benda cagil budaya, situs cagar

budaya, bangunan cagar budaya, struktur
cagar budaya, kawasan cagar budaya, dan
warisan budaya. Namun, semua istilah
tersebut dalam bahasa Inggris dapat diwakili
dengan hanya satu istilah, yaitu cuhural
heritage. Keragaman definisi dan istilah itu
akhirnya berimplikasi pada keragaman dalam
pemakaian istilah-istilah tersebut dalam
peraturan perundangan-undangan di bidang
kepurbakalaan.

Penggunaan berbagai istilah ini jrrg"
terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan nomenklatur kelembagaan.

Dalam UU No 2 Tahun 1992 dan UU No
1 I Thhun 2010 menggunakan istilah benda

cagar budaya, namun dalam nomenklatur
kelembagaan, menggukan istilah pening-
galan purbakala yaitu pada UPT Suaka

Peninggalan Sejarah dan Purbakala. selain itu
dalam PP No 25Tahun 2000 dan PP No 38
Thhun 2007 menggunakan istilah purbakala.

Realitas ini mengindikasikan bahwa

di kalangan pemerintah pusarpun, baik
antar lembaga maupun inter lembaga,

banyak terjadi ketidaksinkronan. Hal ini
mengakibatkan ketidaksinkronan pula dalam
formulasi kebij ak an yangdibuatnya.
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lfi

6. Problem Pemeringkatan Cagar Budaya

Kriteria tentang skala dan pengukuran skala

itu muncul begitu lama yaitu pada tahun
20L0, bahkan bukan dalam peraturan

perundangan di bawahnya, tetapi dalam

bentuk UU lain. Salah satu kemungkinan
penyebabnya adanya kesulitan untuk
membuat standar yang jelas dan terukur
dalam membuat skala urusan purbakala.

Oleh karena itu, dapat diperkirakan kenapa

Permenbudpar yang seharusnya mengatur

kejelasan dan keterukuran standar tersebut

(sebagai tindah lanjut dari PP No. 38/2007)
ternyata tidak melakuk annya.

Terlepas dari problem yang ada,

uraian di atas menunjukkan bahwa proses

implementasi desentralisasi kepurbakalaan
(khususnya yang dirincikan dalam PP No.

3812007), masih terdapat beberapa kendala,

baik bersifat substantif maupun teknis.

Pertama, kendala substantif. Kendala ini
berhubungan dengan (1) adanya keragaman

istilah atau ketidaksamaan istilah, baik
dalam peraturan perundang-undangan di
bidang otonomi daerah maupun peraturan
perundangan-undangan sektoral di bidang

purbakala dan (2) adanya problem dalam

pemeringkatan Cagar Budaya.

Kedua, kendala teknis. Kendala ini
berhubungan dengan teknis pelaksanaan

peraturan perundang-undangan di Indonesia

y^ng menganut sistem berjenjang sehingga

ketika sebuah regulasi ditetapkan, belum
dapat diimplementasikan sampai regulasi

di bawahnya ditetapkan jrg". Oleh karena

itu, pemerintah daerahpun tetap kesulitan
untuk mengimplementasikan kebilakan

desentralisasi kepurbakalan sampai kendala-
kendala tersebut dapat dihilangkan secara

memadai atau signifikan.

7. Kebijakan Sumber Daya: Blunder
D esentralisasi Kep urbakalaan

Sampai saat ini Kabupaten Thnah Datar
belum pernah menerima pelimpahan ketiga

tugas pembantuan dari pemerintah pusat

untuk alokasi penyelenggara n urusan
kepurbakalaan, baik berbentuk dana,

sarana prasana, maupun pegawai. Padahal

sebenarnya ada beberapa celah yang bisa

digunakan, tetapi belum pernah dipakai
(oleh pemerintah pusat).

Pertama,masalah dana. Pemerintah p usat

sebenarnya mempunyai dana Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP) yang
cukup besar. Dana tersebut diampu oleh

masing-masing kementerian sesuai dengan

bidangnya masing-masing, termasuk dalam

hal ini dana untuk kepurbakalaan (dulu di
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata).

Akan tetapi, dalam prakteknya dana

Dekon/TP tersebut jatuhnya ke Pemerintah

Provinsi sehingga kebilakan penggunaan

dan alokasinya Jrg" tergantung pemerintah
propinsi. Akibatnya, kabupaten/kota belum
tentu memiliki kesemp atan yangsama untuk
menikmati kucuran dana tersebut.

Kedua, masalah kepegawaian.

Pemerinah pusat sebenarnya bisa mengatasi

dengan memerintahkan kabupaten/kota dan

Badan Kepegawaian Negara untuk membuka

formasi bagi Sarjana Arkeologi. Dengan
demikian, daerah otonom akan memiliki
tenaga-te naga yang berkompeten di bidang
kepurbakalaan.

Sementara itu, untuk pengalihan sarana

prasarana dan pengalihan kepegawaian yang
sudah ada memang banyak kendala. Sarana

dan prasarana dan kepegawaian untuk
urusan purbakala milik pemerintah pusat
yang ada di daerah saar ini berada di UPT
bidang purbakala (SPSP/BP3/BPCB). Untuk
kasus Kabupaten Thnah Datar, kebilakan

pengalihan ini susah dilakukan karena BPCB
Batusangkar memiliki wilayah kerja 3 (tiga)

buah propinsi (Sumatera Barat, Riau, dan
Kepulauan fuau) dengan 38 kabupaten/kota.

rc8uAffi E ADMIilISTRAII RJBLI(
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8. Sentralisasi dan Desentralisasi Kepur-
bakalaan: Opini Pejabat Pusat dan
Daerah

Terkait dengan opini para pejabat baik pada

tingkat pusat maupun daerah terkait dengan

urusan kepurbakalaan, terdapat perbedaan

pandangan. Di mana parapejabat Pemerintah

Kabupaten tanah Datar memandang

bahwa urusan kepurbakalaan seharusnya

menjadi urusan pemerintah pusat, karena

pe merintah daerah tidak mampu untuk
mengadakan tenaga ahli di bidang arkeologi.

Hal ini dinyatakan oleh mantan Kepala

Disbudparpora yaitu:

"urusan purbakala itu membutuhkan ilmu
khusus dan minat khusus, dan kalaupun
diserahkan ke pemda, pemda tidak punya
tenaganya (arkeolog).5 Kalaupun ada
rekrutmen arkeolog, harus ada unit kerjanya

. dulu. Kalau nggak ada (seperti sekarang ini),6
mereka mau kerja apa (dan di mana) orang
unit kerjanya qa nggak adi'.

Namun, hal ini berbeda dengan padangan

pemerintah pusat, di mana alasan SDM
dan anggaran menjadi alasan. Hal ini
disampaikan oleh Kepala UPT BPCB

Batusangkar menyatakan,

"Kebijakan desentralisasi itu (untuk urusan
kepurbakalaan) sudah tepat, jadi jangan
disentralisasikan kembali.T Sebab kalaupun
dikembalikan ke pusat (sentralisasi), pe-
merintah pusat juga tidak akan mampu, baik
dari segi dana maupun tenaga (SDM). Jadi,
yang perlu sekarang adalah pemberdayaan
pemerintah daerah dan masyarakat agar

peduli dan mau bersama-masa mengurus
kepurbakalaan di wilayahnya".

Hal ini menunjukkan bahwa belum ada

kesamaan persepsi antara pemerintah daerah

dan pemerintah pusat terkait dengan urusan
kepurbakalaan. Masing-masing memandang

bahwa urusan kepurbakalaan bukan urusan

mereka. \Walau dalam kasus kepurbakalaan di
Indones ia, undang-undan g cagar b udaya yang

baru (UU No. 1112010) sudah memutuskan

untuk memakai paradigma baru, yaitu
Paradigma Penge lo laan D es entralisti k.8

Salah satu alasan tentu saja adalah

untuk mengakomodasi ketentuan dalam

UU otonomi daerah sebagai payung hukum
yang lebih besar dalam mengatur tata

pemerintahan di Indonesia saat ini.

III. PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Kajian tentang pe nyele n ggaruan urusan

kepurbakalaan di Kabupaten Thnah Datar
dengan fokus pada satu dekade awal era otonomi
daerah (1999-201 1) telah memberikan

beberapa gambaran sebagai berikut. Pertama,

terkait dengan penyelenggaraan desentralisasi

di bidang kepurbakalaan, telah terjadi beberapa

perubahan dalam perundang-undangan yang
didasari atas UU No 22 Thhun 1999 yang
kemudian diganti dengan UU No 32 Tahun
2004.

Pergantian perundang-undangan ini juga

semakin memberikan kejelasan tentang urusan
kepurbakalaan baik tingkat pusat maupun
daerah, walaupun sampai saat ini masih terjadi

Realitasnya memang Kabupaten Tanah Datar belum pernah punya pegawai berlatar belakang fukeologi. Akan teta-

pi, sebenarnya hal ini juga terjadi di kabupaten/kota lain di Sumatera Barat dan di propinsi lainnya. Untuk me-

mahami kondisi aparatur cagar budaya yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, fuau, dan Kepulauan fuau, lihat
Sugiharta (2012).

Sejak 2010, bidang Sejarah dan Purbakala dan Seksi Purbakala di lingkungan dinas teknis yang membidangi kebu-

dayaan dihapus (Disbudpora).

Sebagai bahan perbandingan, untuk urusan pendidikan Kemdikbud sedang mengkaji ulang masalah sentralisasi dan

desentralisasi pe ndidikan (Kompas Online, 7 I ll l2011). Sementara itu, se bagian pihak, seperti PGRI sudah menun-

rur agar urusan guru disentralisasikan kembali (Republiha Online,29l12l20Il).

Paradigma yang lain adalah (1) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator; (2) Konsep Kemitraan; (3) Paradigma Ori-
entasi Kawasan; (4) Paradigma Arkeologi Bawah Air; dan (5) Paradigma Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Naskah

Akademik RUU Cagar Budaya, manuskrip Dit. PP).
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polemik tentang bagaimana Pembagian urusan

kepurbakalaan antara pusat, provinsi dan

kabupaten/kota.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Thnah

Datar sebagai daerah otonom menindaklanjuti

berbagai perubahan perundang-undangan

dengan melakukan berbagai reorganisasi

SKPD. Penataan SKPD dengan terbentuknya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan

pengaruh positif dalam hal urusan

kepurbakalaan di Kabupaten Thnah Datar.

Namun ketika dilakukan kembali Penataan
organisasi melalui penggabungan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas

Pemuda dan Olahraga, membawa pengaruh

negatif dalam urusan kepurbakalaan.

Di level pemerintah daerah, terdapat

beberapa hal yang kurang mendukung

urusan kepurbakalaan di masa desentralisasi

dan otonomi daerah. Dalam hal kebijakan

kelembagaan, reorganisasi yang dilakukan
justru menghilangkan urusan kepurbakalaan

dan dalam kebijakan anggaran, tidak ada

kemauan politik untuk menjalankan urusan

kepurbakalaan.

Sementara itu, di level pemerintah pusat

jrg" terdapat beberapa masalah yang iadi
penghambat. Kebijakan perundang-undangan

yangada masih belum memberikan pembagian

urusan yangjelas dalam bidang kepurbakalaan,

alokasi sumber daya manusia dan anggaran

yang tidak mendukung pelimpahan wewenang

kepada pemerintah daerah dan dalam hal

koordinasi dan komunikasi antara pemerintah

daerah dengan pemerintah pusat tidak berjalan

dengan baik.

lll.2 Saran

Berdasarkan beberapa temuan di atas,

terdapat beberapa saran tentang masa depan

urusan kepurbakalaan di Indonesia. PertamA,

perundang-undangan di bidang kepubakalaan,

di mana dibutuhkan aturan yang jelas dalam

hal pembagian urusan kepurbakalaan. Kedua,

alokasi Dana Dekonsentrasi menjadi Dana

Alokasi Khusus urusan kepurbakalaan. Ketiga,

alokasi para tenaga ahli di bidang arkeologi

Tbrjal Desentralisasi: Dinami ha Penl,elenggaraan (Jrusan'..

dan juga pemberdayaan aparatur daerah terkait

dengan pengetahuan tentang kepurbakalaan.

Sementara itu, di level daerah otonom,

hendaknya pemerintah daerah memiliki atau

melakukan beberapa hal sebagai berikut.

PertAmA, mempunyai komitmen dan political
u.,ill yang kuat terhadap urusan kepurbakalaan

serta menjaga dua hal tersebut secara konsisten.

Kedua, secara proaktif pemerintah daerah

hendaknya melakukan lobi-lobi keuangan

untuk mencari dana tambahan, baik ke

pemerintah pusat mauPun pemerintah provinsi,

dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan

urusan kepurbakalaan.

Ketiga,melakukan kegiatan pembe rdayaan

dan peningkatan kapasitas SDM untuk pegawai

yangsudah ada, khususnya SDM di lingkungan

dinas yang membidangi kepurbakalaan I
kebudayaan. Keempat, Pemkab Thnah Datar

hendaknya membuka dan/atau meng-usulkan

ke Badan Kepegawaian Negara formasi pegawai

di bidang Arkeologi.
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